BUPATI PADANG PARIAMAN
FROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARTAMAN
NOMOR |73 [KEF/BPP/2026

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
BUPATI PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik, Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi
setiap  Permohonan Informasi Publik  untuk
mendapatkan Informasi yang dikecualikan;

b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan
sederhana setiap badan publik menetapkan daftar
informasi yang dikecualikan;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam humf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan
Daftar Informasi yang Dikecualikan;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor .244, Tambahan
BARAF KOORDINAS] Lcmha_l_'an MNegara Rc]?ub]ik Indonesia Nﬂrflﬂr 558'{’]
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
WABUP dengan Undang-Undang Nomor & Tahun 2023 tentang

X
SEKDA j_ Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
!

-y
[l

Mengingat

KL SKPDIASISTEN Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
KABAG HUKL™ menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
. Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun .2024 tentang
Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6968);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
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PARAF KOORDINASI

WABUP

A

SEKDA

3

A SKPOIASISTEN

KABAGHUKL)

/

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

.
.

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
51449},

5. Peraturan Menteri Dalam Megeri Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

tentang Standar Layanan Informasi Publik;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor

6 Tahun 2025 tentang Angearan Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025
Nomor 6);

8. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 18 Tahun

2014 tentang Standar Operasional Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupat Nomor 18 Tahun
2014 tentag Standar Operasional Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Padang Pariaman;

9. Peraturan Bupati Padang Paraman Nomor 7 Tahun

2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah
Kabupaten Padang Pariaman;

2025 tentang Penjabaren Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mﬂ, Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun

MEMUTUSKAN :

Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan dengan
susunan tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU sebagai pedoman dalam pelayanan
informasi publik.

Informasi yang dikecualikan scbagaimana dimaksud pada

diktum KESATU tidak dapat diakses oleh publik karena

dapat;

a. menghambat proses penegakan hukum;

b. menggangou kepentingan perlindungan hak atas
kekayaan  intelektual dan  perlindungan  dard
persaingan usaha tidak sehat;

c. membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
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d. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang
dilindungi,

e. merugikan ketahanan ekonomi nasional;

. merugikan kepentingan hubungan luar negeri,

g. mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi
dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

h. mengungkapkan rahasia pribadi;

i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik
atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya
dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi
atau pengadilan; dan

j.  informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
undang-undang.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan

Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal { Mei 2026

PARAF KOORDINASI BUPATI PADANG PARIAMAN,

WABUP | % W
SEKDA =
s

JOHN KENEDY AZIS

KABAG HUKUL!
Tebusan disampailan kepada Yth :
1. 8dr. Inspektur Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang,
2. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman
di Parik Malintang; dan
3. Sdr. yang bersanghkutan.

Dipindai dengan CamScanner



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR
TANGGAL §
TENTANG

ME|

|2} /KEP/BPP/2026

2026

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

KO KONTEN INFORMASI DASAR HUKUM BATAS WAKTU KONSEKUENSI]
PENGECUALIAN
AKIBAT BILA DIBUKA |MANFAAT JIKA DITUTUP
KEARSIPAN
1 Arsip daftar orang yang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Sempei ada Menpukap rahasia pribadi |Melindungi data pribadi
masuk G30 5 /PKI dan tentang Keterbukaan Informasi Publik Pagal |persetujuan dari orang
organisasi terlareng lainyva 17 huruf h dan huraf j. Undang-Undang vang bersanglutan
Nomeor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan J/pihak yang berwenang
Pasal 66 ayat (3) huruf b,
2 Arsip Peta Fato Udara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Selama didalamnya Melindungl
tentang Keterbukaan Informasi Publik | masih terkendung penyalahgunaan oleh
PARAF KOORDINASI Pasal 17 huruf d Undang-Undang Nomor 4¢3 |potensi kekayaan alam pihalk yanpg tidalk
ih.@ﬁ-ﬂ \X Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat berkepentingan
(3) huruf 4.
3 Eﬁ%ﬁnﬂﬁmﬂ Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 Selama masih berlaku  [Menpunghkap Kerahasian lokasi terjaga
Hg tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal mermorandum atau surat-
17 huruf [, Undang-Undang Nomor 43 menyurat yang menurut
Em._.—_.—m_._ﬂ Tahun 2009 tentang Kearsipan Fasal 66 ayat gifatnya dirahasiakan
._ (3) Huruf i
4 ARSIP DINAMIS; AKTIF DAN INAKTIF, YANG BERISIKAN

a |Dokumen Keuangan Surat

Perenggungewaban berikut
lampiranya Dolument
angegaran dan olorsasinya

Undang-Undeng Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal
17 Huruf h

Selama masih berlaku

Menghambat proses
penegalkan hulom

Menyedialan data
lenghkap yang terlindungi
Dalam proses penegakan
hukum
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Dokumen karya intelekiual
cleh

lembaga /swasta / kelompok / pe
TOrANEAnD

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan
ayat (2]

Selama masih
berlangsung
penyelenggaraanya

Mengganggu kepentingan
perlindungan hak
kekayaan Intelektual

Melindungi hak atas
kekayaan intelelkiual

Data Informaesi pertahanan
dan keamanan negara

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentanp Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) dan
ayat (3]

Selama statua
Perlindungan Masih
berialu

Membahayakan
pertahanan daen
keamanan negara

Melindungi Pertahanan
dan keamanan negara

produk lokel dalam negeri

tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) hurufe

ekonomi dan dapat

d |Deta kekayasn alam FeOE Undang-Undang Momor 43 Tahun 2009 Selama masih berlaku  |Pengukapan penguasaan |Melindung kekayeaan
yang dilindung tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf d atas sumber daya alam elam yang dilindungi
den ayat (2] yang dilindungi
e |Data deteil stok pangan, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Selama masih berleku  |Merugiken ketahanan Melindungi pengaturan

pangan dan tdak

dan hurufi dan ayat (2]

ketahanan ekonomi dan ayat (2) meresahkan masyarakat |menimbulican
kekhawatiran
b masyarakat
au.n. Undang-Undang Nomer 43 Tahun 2009 Selama masih berlaku  |(Merugikan kepentingan Melindungi kepentingan
1 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf g kepemilikan pribadi kepemilikan Pribadi

%. im/ surat-surat
: periu

P

Undang-Undang Nomer 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1)huruf i
dan ayat (2]

Selama masih berlaloa

Mengganggn proses
Pelaksanaan Kegiatan

Melancarkan proses
Pelaksanaan Kegiatan

Disposisi sfirat pimpinan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal
17 hurufi

Selama belum ada
tindak lanjut dari

Peranghat Daerah
Pengelola Surat

Dapat menganggl proses
Penyusunan kebijakan

Mengamankan proses
Penyvusunan Kegiatan

BIDANG KEPENDUDUKAN
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L+ Data Pribadi Penduduk Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Sampal dengan Dapat mengukap rahasia |Melindung rahasia
Pasal 17 huraf a dan huruf I, Undang- terbitnya keputusan pribadi sesecrang pribadi seacorang
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Mendagri/Gubernur/B
Administrasi Kependudukan sebagaimana |upatl/ tentang izin
telah diubah Undang-Undang Nomor 24 untuk memperoleh
Tahun 2013 tentang Data Pribadi Penduduk |data pribadi penduduk.
Pesal 84 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 85 ayat
(1}, ayat (2), dan ayat (3]
BIDANG KEPEGAWAILAN
7 Rincian hasil Uji Kompetensi  |[Undang-Undang Momeor 14 Tahun 2008 Sampai ada Mengukap rahasia pribadi [Melindungl rahasia
Pegawai Negeri Sipil tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal |persetujuan dari PNS  |seorang Pegawai Negeri pribadi seseorang
17 huruf h vang bersangloitan Sipil Pegawai Negerl Sipil
8 Heasil Evaluasi Tenaga Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Sampai ada Mengulkap rahasia pribadi |Melindungl rahasia
Pengajar dan peserta dikla: tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal |persetujuan tertulis seorang Pegawal Negeri Pribadi seorang Pegawai
17 hurufh dari tenaga pengajar Sipil Negeri Sipil
yvang dievaluasi
9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Sampal ada Mengulcap rahasia pribadi [Melindungi rahasia
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal |persetujuan tertulis seorang Pegawal Negeri Pribadi seorang Pegawai
17 huraf h dari Pegawai Negeri Sipil Negerl Sipil
Sipil/ pejabat yang
bersanglutan
10 Undang-Undang Nemor 14 Tehun 2008 Sampai ada Mengpungkap rahasia Melindungi rahasia
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal |persetujuan tertulis pribadi seorang Pegaweai Pribadi seorang Pegawai
17 huruf h dari pihak yang akan |Negeri Sipil MNegeri Sipil
diungkap rahasianya
11 Data Hesil Tes Tum..uﬂah___ Undang-Undang Nomor 14 Tehun 2008 Sampai ada Mengungkap rahasia Melindungi rahasia

Hompetensi Aparatur Sipil
Negoara/Pejabat

tentang Keterbukasn Informasi Publik, Pasal
17 huruf b

persetujuan tertulis
dari pihak yang akan

diungkap rahasianya

pribadi seorang Pegawai
Negeri Sipil

Pribadi seorang Pegawai
Negeri Sipil
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12 ldenttas Pegawail Negeri Sipil |Undeang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Sampai ada keputusan |Dapat menghambat proses| Memperlanecar proses
vang didupas melanpear tentang Keterbukasan Informast Publik, Pasal |tetap penegakan hukurm, penegakan huloim,
disiplin 17 huruf a den huruf h Mengukap rehasia pribadi [Menjaga rahasia pribadi

seorang Pegawai Negeri seorang Pegawai Negeri
Sipil Sipil

13 Data Rencans Penempatan Undang-Undang Nomor 14 Tehun 2008 Sampai dengan Dapat menggangu prosea |Mengamankan proses
Aparatur Sipil Negara/Calon  |tentang Keterbukasen Informasi Publik, Pasal |penyerahan Surat penyusunan kebijakan penyusunan kebijakan
Pegewal Negeri Sipil 17 hurufi Keputusan

14 Dolumen Hasil SBidang Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Selama masih berlalou  |Dapat mengukap rahasia [Mengamankan proses
Baperjakat (notulen tenteng Keterbukaan Informasi Publik, Pasal |dan diperlukan dalam |pribadi seorang Pegawai  |penyusunan kebijakan
perdmbangan/ rekomendasi |17 huruf h dan huraf i pengambilan MNegeri Sipil, Dapat
daftar nominasi/ rangking keputusan yang terkait |mengangegn proses
Pejabat Struldural penyvusunan kebijakan

PARAF KODRDINAE! menghambat kesuksesan
EP_WCT \X kebijakan karena adanya
penpgukapan secarg
prematur
15 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Selama masih berlaku |Dapet mengganggu proses |Mengamankan proaes
tentang Keterbuliaan Informasi Publik, Pasal |dan diperlukan dalam  |penyusunan kebijakan penyusunan kebijakan
ipil [17 huruf i pengambilan menghambat kesuksesan
keputusan yang terkait |kebijakan karena adanya
jabatan strultira pengultapan secara
16 Surat Keputusan Pengakatan, |Undang-Undeang Nomor 14 Tahun 2008 Selama proses Dapat mengangey proses |Penyusunan kebijakan

pemindahan dan
pemberhentian Aparatir Sipll
Nepgara dalerm don dard
jabatan scrukiural

tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal
17 hurufi

penctapan Surat
Keputusan sampai
dengan mulai
berlalunya Surat
Keputusan (pelantikan)

penyusunan kebijakan
menghambat kesuksesan,
Kebijakan karena adanya
Pengukapan secara
Prematur
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17 Daftar Penjabat yang akan Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 Selama proses Dapat menganggu proses  (Mengamankan proses
Dilantik tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal |penetapan Surat penyusunan kebijalcan penyusunan kebijalean
17 harufi Keputiusan sampai menghambat kesuksesan,
dengan berlakunya Kebijakan karena adanya
Surat Keputusan Pengukapan secara
Prematur
18 Instraumeon Tes Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Selama masih berlalou  |Dapat mengahambat Mengamanlkan proses
Potensi/Kompetensi Aparatur [tentang Keterbukasn Informasi Publik, Pasal |dan diperlukan dalam |proses penyusunan penyusunén kebijakan
Sipil Negara/ Pejabat 17 huruli proges potensi kehijalkan
Jkompetensi Pepawad
Neperi Bipil /pejabat
19 Hasill ldentifikasi patensi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Selama masih berlaley  |Dapat menghambat proses{Mengamankan proses
Aparetur Sipil Negara tentang Keterbulkaan Informasi Publik, Pasal |dan diperlukan dalam  |penyusunan kebijalkan, penyusunan kebijakan,
17 hurufi pengambilan dapat mengukap rahasia  |melindungi rahasia
PARAF KOORDINASI keputusan yang terkait (pribadi seorang Pegawal |pribadi seorang Pegawai
WABUP | A Negeri Sipil Negeri Sipil
a [ X
20 uﬁﬁmﬂw igf iinerja Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Selama masih berleku  |Dapat menghambat proses|Mengamankan proses
gmw {Priabat  [tenteng Keterbukasn Informasi Publik, Pasal |dan diperlukan dalam |(penyusunan kebijakan penyusunan kebijakan
17 huruf i proses penilain kinerja
KABAGHUKU:!) /
1
21 Sonl Tes Calon m.n,w.ﬁE.E Neperi |Undanp-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Sampai selesai Dapat menghambat proaes| Menpamankan proses
Sipil tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal |pelaksanaan tes penvusunan kebijakan penyusunan kebijalkan
17 huruf b dan hurof i
22 Data Nilai dan rangiang Undang-Undaeng Nomeor 14 Tahun 2008 Sampal dengan Dapat mengukap rehasia |Melindung rahasia
poserta ujian terbulis selekst  |tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pesal |pengumuman pribadi seorang Pegawal  |pribadi seorang Pegawai

Caloo Pegawal Neger Sipil

17 huruf h dan huoraf i

Negeri Sipil, dapat
menghambat proses
penyusunan kebijalkan

Megeri Sipil,
Mengamankan proses
penyusunen kebijakan
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23 Columen penilain kinerje Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Selama masih berlalky |Depat mengukep rahasia |Melindungi rahasia
Kepala Sclkolah tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal |dan diperlukan dalam |pribadi seorang PNS dapat |pribadi secrang PNS
17 huruf h dan hurufi pengambilan menghambat proses Mengamankan proses
keputusan yang terkait |penyusunan kebijakan penyvusunan kebijakan
245 Doloumen pengakatan, Undang-Undang Nomor 14 Tehun 2008 Selama masih berlaku |Dapat mengukap rahasia |Melindungi rahasia
pemindahan guru Pegawai tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal |dan diperlukan dalam |pribadi seorang Pegawai | pribadi seorang Pegawai
Megeri Sipil Dalam tugas 17 huraf h dan hurafi pengambilan Negeri Sipil dapat Negeri Sipil
tambahen schagal Kepala keputusan yang terkait {menghambat proses Mengamankan proses
Sekolah penyusunan kebijakan penyusunan kebijakan
25 Surat Keputusan pengakatan, |Undang-Undang Momor 14 Tehun 2008 Selamea proses Dapat menghambat proses|Mengamankan proses
pemindahan Guru Aperatur  [tentang Keterbukaen Informasi Publilk , penetapan Surat Penyusunan kebijakan penyusunan kebijakan
Sipil Negara dalam tugas Pasal 17 hurufi Keputusan sampai
tambshan sebagal kepala dengan mulai
sclolah berlalunya Surat
Keputusan
26 Dafter nilal Daftar Penilaian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Selama masih berlaku  |Dapat mengukap ﬂm.:w&.mf Melindungi data pribadi
Pelaksanaan Pekerjpan tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal pribadi seorang Pegawal  |Pegawat Negerl Sipil vang
Pegawai Negeri Sipil 17 huruf i Negeri Sipil bersifat rahasia
27 Ked Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 Sampai dengan ada Dapat menghambat proses|Membantu kelancaran
Hukud i ifbun B eawai tentang Keterbulcaan Informasi Publik, Pasal |persetujuan dari penegakan hulum, dapat |proses penegakan
N ﬂWMﬂ‘U .P 17 huruf a, huruf h dan hurafi Pegawal Negeri Sipil mengukap rahasia pribadi |hulum, melindungi
yang dijatuhi hukuman |seorang Pegawsal Negeri rahasia pribaedi scorang
KASKPOIASISTEN| =+ \ disiplin Sipil, dapat menghambat |Pegawai Negeri Sipil
v proses penyusunan Mengamankan proses
KABAGHUKUZ kebijakan penyusunan kebijalean
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28 Keputusan imn fketerangan Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 Sampai denpgan ada Dapat mengulkap rahasia |Melindungl rahasia
tentang poerceraian Pegawai tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal |persetujuan darl pribadi seorang Pegawal  |pribadi seorang Pegawai
Negeri Sipll 17 huruf h dan huruf | Pegawal Negerd Sipil Megeri Sipil, dapat Negeri Sipil
yvang dijatuhi hukumen |menghambat proses Mengamankan proses
disiplin penyusunan kebijalan penyusunan lkebijakan
29 Dokumoen pengetolaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Sampai dengan ada Dapat mengukap rahasia |Melindung data pribadi
kepogawain:{(Kenailkan tentang Keterbukasan Informasi Publik, Pasal [persetujuan dari PNS  |pribadi scorang PHNS PNS vang bersifat
panghkat, kenaikan gaji 17 huruf h yang dijatuhi hukuman rahasia
borkala, mutasl, Pensiun, den disiplin
administrasi kepegowain)
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN
30 Kegintan Intelijen terlait Undeng-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Belama pengukapanya |Dapat membahayakan Menjaga pertahanan dan
nnbmm.n .ﬁnn—nﬁw ﬂ__n&n_un sosial, [tentang Keterbulean Informasi Publik, Pasal [membahayakan atau  |pertahanan dan kemanan |[keamanan negara
E] 17 huruf ¢ Undeng-Undang Nomor 3 Tahun|merusak sumber negara (atabilitas daerah dan
2002 tentang Pertahanen Negara sumber dan metode wilayah)
intelijen yang sensitil
31 il REhe Undang-Undeng Nomor 14 Tahun 2008 Selama masih berlaku |Dapat membahayalkan Terlindunginya
L_w._un_.__.“ﬁmﬂm HUKLE® tentang Keterbukaan Informasi Publik, Fasal keamanan penjabat keamanan pejabat
: =1 4 17 huruf ¢ daeereh secara kedinasan |daerah baik secara
h.ﬂ kedinasan
BIDANG LINGKUNGAN HIDUF
32 Proses penyelesain perkara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Selamea ada Dapat menghambat proses|Membantu kelancaran
yvang sedang ditangani cleh tentang Keterbukean Informasi Publik, Pasel |persetijuan tertulis penegakan hulkum proses penegakan
Penvidlk Pegawal Neger Sipil |17 hurufa darl pihak-pihak yang huloum
Lingleungon Hidup. bersenghketa
az Rencona Penpawsan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Sampai dengan Dapat menghambat proses| Membeantu kelancaran

Usahea/Kegiotan olel
Pengawae Lingkungan Hidup

Dacrah

tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal
17 huruf a

selesainya pengawasan
usaha/kegiatan

pensgakan hukum

proses penegakan
hukum
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349 Dolumen penyelessin Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 |Sampai dengan Dapat menghambat proses|Membaniu kelancaran
sengketn/konflik lingkungan  |tentang Keterbukaan Informasi Pablik, Pasal |diserahkan kepada penegakan hukum proses penegakan
17 huruf a Jaksa Peountut Umum hulcum
BIDANG PEREKONOMIAN
35 Usulan calon penorima Undang-Undang Nomeor 14 Tahun 2008 Sampai dengan Dapat menyebabkan Melindungl calon
banman sosial bidang tentang Keterbukaan Informasi Publile, Pasal |diterbitlkcanya persaingan usaha yang penerima bantuan dari
portanian dan bantuan 6 ayat (3] huruf b keputusen Gubernur  |persaingan usaha yang persaingan usaha yang
pangan tidale sehat dapat tidalc aehat
menghambat kesuksesan |[menpamanlean proses
Proses pPENyusuUnan penyusunan kebijakan
kebijakan
36 Rencana Alokas! bersubsidi Undang-Undang Nomeor 14 Tahun 2008 Sampai dengan Dapat menyebabkan Melindungi calon

tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasgal

diterbitkanya

persaingan usaha vang

penerima bantuan dari

PARAF KOORDINASI 6 gyat (3) huruf b, Pasal 17 hurufb dan i Keputusan Gubernur  |tidak sehat dapat persaingan usaha yang
menghambat kesuksesan |tidak sehat

proses PENyUsSUnan mengamankan proses
kebijjakan penyusunan kebijakan

a7 Bne Undang-Undang Nomeor 14 Tahun 2008 Sampai dengan Dapat menghambat Mengamankan proses
kabupaten tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal |diterbitkanya kesuksesan proses penyusunan kebijakan

17 haraf i _Knﬂ_ﬁﬂwwm.: Gubernur |penyusunan kebijakan
BIDANG PEMERINTAHAN
38 Hajian Pemerintah Pusat dan  |Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 Sampal dengan Dapat merugikan Melindungi ketahanan

Berita Acara Pelepasan Tanah
Kas Deen

tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal
17 huraf & dan hurufi

aelesainya proses
pelepasan Tenah Kas
Desa

ketahanan ekonomi
nasional, dapat
menghambat karena
adanys pengungkapan
seCAra prematar

ekonomi nasional

Mengamankan proses
penyusunan kebijakan

Dipindai dengan CamScanner



39 Kajian teknis penetapan lokasi|Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Sampai terbitnya (surat |Dapat meruglkan Ekonomi nasional
dan Basic Design Pengadaan  |tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal |persetujuan penetapan (ketahanan ekonomi mengamankan proses
dan Basic Design Pengedaan |17 hunif e dan hurof i lokasi pembangunan) |nasional, dapat penyusunan kebijakan
Tanaeh untuk kepentingan menghambat karena
umum/non kepentngan adanya pengungkapan
umum pade 2 kab/kota atau BOCHETE prematur
Iebih
20 Besgaran harga hasil penilain  |Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Sampai dengan Dapat merugikan Melindungl ketahanan
lembags tentang Keterbukeaan Informasi Publik, Pasal |selesainya proses ketahanan ekonomi ekonomi nasional
independen/appraisal untuk (17 huraf ¢ dan huraf | pengadaan tanah nasional, dapat Mengamankan proses
pengadasn tanah menghambat karena penyusunan kebijakan
adanya pengunghkapan
sacara prematur
41 Pertimbangan telmis tulear- Undeng-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Sampai dengan Dapat menghambat Kelancaran proses tukar
menulkar dan pinjam pakai tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal |ditetaplkanya kesuksesan kebijalcan menukar dan pinjam
k 17 hurufi keputusan fperjanjian |(mengganggu keberhasilan |palkai sesuai dengan
FRRAF KOORDINASI tukar-menukar dan proses nepgosiasi yang ketentuan
sn.m_.:u \ﬁ pinjam pakai akan atau sedang

, ﬁmﬁm

dilakulcan)

mEEu

fﬂ% ;

Unwﬂmncmh

ﬁﬁ\ﬁhﬁ leepala fwaldl

Undang-Undang Nomeor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukean Informasi Publik, Pasal
17 huraf i

Sampal penerbitan
keputusan

Dapat menghambat
kesuksesan kebijalcan
karena adanya
pengukapan secara
prematur

Mengamankan proses
penyusunan kebijakan

43

H._nnt:wﬂmhb Kementrian Dalam
Negeri tentang peresmian
Pemberhentian dan
pengakatan kepala/waldl
Hepala Dacrah

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal
17 huraf i

Sampal dengan
penyerahan Surat
Keputusan

Penyerahan Surat
Keputusan dapat
menghambat kesuksesan
kebijekan karena adanya
karena adanys
pengukapan secara

prematur

Mengamankan proses
penyusunan kebijjakan

Dipindai dengan CamScanner



EE Proscs Penetapan Keputuzan |Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Sempai dengan Dapat menghambat Mengamankan proses
Cubernur Sumbar tentang tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal [penerbitan keputusan | kesuksesan kebijakan penvusunen kebijakan
Peresmian Pemberhentan dan |17 huruf i karena adanya
poresmian pengengketan pengukapan secara
peogeant antar waktu prematur
enggota /Pimpinan Dewan
Perwaldlan Fakyat Daersh
Penyaringan Baksl Calon Wali |Undang-Undeng Nomeor 14 Tehun 2008 Selama diperfukan Dapat menghambat Mengameanlan prosas

45. Nagari tentang Keterbukean Informasi Publik, Pasal [pengecualianya kesuksesan kebijakan penyusunan kebijakan

17 Huruf i
46 Naskeh ujian tertulis bagi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Selama diperlukan Dapat menghambat Mengamankan prosea
bakal calon Wali Nagari tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal |pengecualianya kesuksesan kebijakan penyusunan kebijakan
17 Homf i
BIDANG PERSANDIAN DAN TELEKOMUNIKAS]
47 Berita sandi Undang-Undang Nemer 14 Tahun 2008 Se¢lema berita masih Dapet membahayalkan Melindungl pertahanan
tentang Keterbulkaan Informasi Publik, Pasal |bersifat rahasia pertahaenan dan den keamanan negara
ey 17 huruf ¢ angka 6 keamanan negara
; ana komunikas] |Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Selama pengukapannya (Dapat membahayaloan Melindungi pertahanan
WABUE tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal [membahayakan pertahanan dan dan keamanan negara
wm_ﬁuh. 17 huruf ¢ angksa 6 keamanan negara keamanan negara
<SR S cat sus persandian |Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 Selama Dapat membaheayalean Melindungi pertalfanan
Ermb__m .._.Ex | tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal [pengungkapanya pertahanan dan dan keamanan g__mﬂ.m
- 17 huruf c angka 6 membahayalkan keamanan negara
\ MCARMANAD Negara .
50 Kunei sietemn sand! Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 Selama Dapat membahayalkan Melindungi pertahanan
tentang Keterbukasn Informasi Publilk, Pasal |pengungkapanya pertahanan dan dan keamanan negara
17 huruf ¢ anghka 6 membahayalean keamanan negara
keamanan negera

51 Penempatan jaringan, Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 Selama Dapat membahayalean Melindungl pertahanan
peralatan sandi dan tempat tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal |pengungkapanya pertahanan dan dan keamanan negara
kegiaten sand] 17 huruf ¢ angka 6 membahayakan keamanan negara

keamanan negara

Dipindai dengan CamScanner



52 Jelur Komunikasi VVIP Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Selama Dapat membahayakan Melindungi partahanan
Pasal 17 huruf c angka 6 pengungkapanya pertahanan dan dan keamanan negara
membahayalkan keamanan negera
keamanan negara
S3 Frelkuensi Radio Koemunikasi |Undang-Undeng Nemor 14 Tahun 2008 Selama Dapat membahayakan Melindungi pertahanan
Persandian tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal |pengungkapanya pertahanan dan dan keamanan negara
17 huruf c angkea & membahayakan keamanan negara
iceamanan negara
o4 Berita/Radiogram rahasia Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Selama Dapat membahayakan Melindung pertahanan
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal [pengungkapanya pertahanan dan dan keamanan negara
17 huruf c angka & membahayakan keamanan negara
keamanan negara
BIDANG ENERG] DAN SUMBERDAYA MINERAL
55 Doloumen ijin usaha Undang-Undang Nemer 14 Tahun 2008 Selama masih berlalay  [Dapat menimbullean Melindungl pelaku usaha

pertambangan

tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal
6 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huraf b

persaingan yang tdak
sehat antar pelaku ussha
pertembangan dalam
menjalenkan kegatan
usahanya

pertambangan dar
persaingan vang baik
achat

Undeng-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tenteng Keterbukaan Informasi Publik, Paaal
& ayat(3) huruf b dan Pasal 17 huruf b daan
d

Sampai dengen
terpilihnya

Depat menimbullcan
persaingan vang tidak
achat antar pelaloa usaha
pertambangan dalam
menjalankan kegiatan
usahanya dapat
mengukapkan kekayaan
alam

Melindungi pelaku usaha
pertarnbangan dari

persaingan yang tidak
sehat

Data Tkknis Potensi Air Tanah

Undeng-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal
17 buruf d

Selama potensi air
tanah diperlarakan

Dapat mengukapkan
kekayaan alam

Mempermudah
pengaturan dan
pengelolaan Sumber

Diaye Alam

PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Dipindai dengan CamScanner



53 Naskah Soal Ujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Sclama masih berlalu  [Membocorkan rabasia Melindungl rahasia
Mesonal/ Ujian Nasional tenteng Keterbukaan Informasi Publik, Pasal TEegara NEgAra
Pendidikan Kesetaraan,/Ujian |17 huraf
Nasional tngkat S0 /M1
59 Froses scanning Ujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Selama masih berialku |Membocorkan rehasia Melindungl rahasia
Maesional /Ujian Nasional tentang Keterbukaan [nformasi Publik, Pasal negara negara
Unmik Menguloar 17 hurufi
Kompetensi/ Ujian Akhir
Sckolah Berstandar Nasional
60 Hasil Test kemampuan fisik Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 Sampai ade haesil test  |Dapat mengungkapkan Melindung rahasia
tenteng Keterbukean Informasi Publil, kemampuan fisik rehasia pribadi seseorang |pribadi seseorang
Pesal 17 hurufh
6l Hasil Research and Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Sampai dengan Dapat mengganggu Melindungi hak atas
Development di bidang Ujien  |tentang Keterbukaan Informasi Publik, diperolehnya sertifikat |kepentingan perlindungan |kekayasn intelektual
Alchir Sekolah Berstandar Pasal 17 hurul b Hak Kekayaan hak atas kekayaan
Negional Olahraga Intelektual intelektual

BIEAMNSINBUSTRI DAN PERDAGANGAN

ijlnan beserta

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukasn Informeasi Publik,
Pasal 17 hurufh

Belama dokumen masaih
berlaloa

Dapat mengukap data
perusahaan/perorangan
vang bersifat rahasia

Melinduripgl data
perusahaan / perorangan
vang bersifat rahasia

Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008
tentang Keterbulaan Informasi Publik, Pasal
17 hurafi

Selama riset masih
berlangsung

Dapat menghambat
kesuksesan kebijalcan
karena adanya
pengukapan secara
prematur

Mengamankan
kesuksesan kebijakan
karena adanya
penpukapan secera
prematur

545

Data Debitur dana bergulir

Undang-Undeng Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal
17 huruf b angka 3

Gampal ada ijin tertulis
dari debitar yang
bersanglkutan

Dapat mengukap rahasia
pribadi seseorang di
bidang keuangan

Melindungl rahasia
pribadi debitur

Dipindai dengan CamScanner



G5 Data keuangan Industri Keeil |Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Sampai ada Dapat mengukap rahasia |Melindungi rahasia
Menengoh dan useha Dagang |tenteng Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah |persetujuan tertulis pribadi sesecrang di pribadi seacorang di
Kecil Mencngah sebageimana telah diobah dengan Undang- |dar pemilik Industri bidang keuangan bideng keuangan
Undang Nemeor 6 Tahun 2023 tentang Kecil Menengah (KM}
Peraturan Pemerintah Penggant Undang-  |dan Usaha Dagang
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta |Kecil Menengah
Kerje menjadi Undang-Undang [UDKM)
66 Surat keterangan Asal (SKA| |Undeng-Undeng Nomor 14 Tahun 2008 Sampal ada jin tertulis [Dapat menimbulkan Menjaga iklim usaha

barang, penerbitan Surat
Pemberitahuen Ekspor Kopi
(EPEK], Penerbitan Angka
Pengenal Impor{API) dan
dolcurnent lainya di bidang
perdagangan luar negeri

tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal
17 buruf b

dari pihak vang

berwenang

persaingan usaha yang
tidak sehat

kondusif

BIDANG PERTANIAN, PERIKANAN, PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN

Menjage /melindungi
batas kawasan hutan
NEgara

&7 Peta Batas Kewasan Hutan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Selama diperagkan Dapat menyebabkan
Drigital tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal [masih ada rusaknya kekayaan
ﬁm._p_n _nn...ﬂmn_.zh.m_ 17 huraf d ”nmE.ﬁ (kordinat uwcmu*
n potensai Undang-Undang Nomor 14 Tahuan 2008 Setelah dinyatalan Dapat mengulkaplearn
n_n_H.w dan famna (tentang Keterbukean Informasi Publik, untuk publik kekayaan alam indonesia
BlEm proses Pasal 17 huruf d (ekesploitasi yang tidak

terkendali oleh pihak yvang
tidak berhak)

Melindungl /menjaga
kekayaan alam indonesia
[sumber daya plasma
nutfah)

[=1=]

Froees pynyelesain
pengusytan benih illegal,
percdaran pupuk den
peredaran pestisida

Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008
tenteng Keterbukasn Informasi Publil,
Pasal 17 huruf a

Sompnai eclesainya
Proses penguautan

Dapat menghambat proses
penegakan hukum
(mempengaruhi proses
penyelidikan dan

penyidikan)

Proses penegalaan
hukum berjalan dengan
lancar

Dipindai dengan CamScanner



| 7o Peta kekayann sumberdaya  |Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 Selama diperkirakan |[Mengakibatkan Melindungi kekayaan
| kelautan dan perikanan laut  |tentang Perikanan sebagaimana telah masih ada potensi persaingan usaha tidak alam
| diubah beberapa kali dengan Undang- sumber daya aschat
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
! Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
| Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal
_ 17 huruf d dan j Undang
_ 1 Haasil Uji Laboratorium untuk |Undang-Undang Nomeor 14 Tahun 2008 Selama masih berlaku |Mempengaruhi pemasaran |Perusahaan dapat
| keperluan ekspor tentang Keterbukaan Informasi Publik, dari produk tersebut, memperbaiki kesalahan
* Pasal 17 hurafi karena hasil uji tersebut  |(hasil uji ) melalui
{ bersifat temporer peningkatan
{ mutu/perbaikan mutu
| 72 Rencana Operasi Pengawasan |Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Sampai pelaksanaan |Dapat menghambat Mengamankan
. lean tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal |operasi kesulsesan kebijalan kesuksesan kebijalcan
_ 17 hurufi karena adanya karena adanya
_ Shmﬁ_ﬁ W. pengukapan secara pengukapan secara
| ﬂ.mm A prematur prematur
i . TAN
| TN erita HIV/AIDS |Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Sampai ada Dapat mengukap rahasia |(Melindungi rahasia
_. .C .-hm._zt_.. - _ tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal |persetujuan tertulis pribadi seseorang pribadi seseorang
__ — \ 17 huruf h dari yang bersanglutan
__ T4 Dokumen Rekam Medis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Sampai ada perintah  |Dapat mengukap rahasia |Melindungi rahasia
| termasule Nomor Registrasi tentang Kelerbukaan Informasi Publik, Pasal |hakim/pengadilan pribadi pasien pribadi pasien
_ Rekam Medis 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 36
Tahun 2009 tentang keschatan Pasal 57
_ avat (1}
= _ Laporan kasus/diagnosis Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Sampai ada Dapat mengukap rahasia |Melindungi rahasia
f |penyakat pasien tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal [persetujuan tertulis pribadi pasien pribadi pasien
__ | 17 huruf h dan i dari pasien

Dipindai dengan CamScanner



7B ldentitas subjck peneclidan Undang-Undang MNomor 14 Tahun 2008 Sampai ada Dapat mengukap rahasia |[melindungi rahasia
dalam rangka pengembangan |tentang Keterbukasn Informasi Publik, Pasal |persetujusn tertulis pribadi pasien pribadi pasien
keschatan 17 huruf h dan i dari subjek penelitian
vang bersanglutan
7 Rahasia kedokteran, yvaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Sampal ada Melanggar rahasia jabatan |Melindung rahasia
penemuan dolcter delam tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal |[persetujuan tertulis dapat mengukap rahasia | pribadi pasien
rangks pengobatan dan 6 eyet (3) huruf d, Pesal 17 hurufh dan i dari pasien pribadi pasien
dicatat delam rekam medis
78 Hasil audit medilt pada sarans|Undeng-Undang Nomor 14 Tehun 2008 Sampai ada Dapat mengukap rahasia |Melindungi rahasia
keachatan tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal |persetujuan tertulia pribadi pasien pribadi pasien dan eitra
6 ayat [3) hurul d, Pasal 17 hurufh dan i dari pasien aarana keachatan
7o Hasil andit terkalt dengan Undeang-Undang Nomorl4 Tahun 2008 Sampali ada Dapat mengukap rahasia Melindungi raehasie
rmedical error tentang Keterbukaan Informasi Publil, persetiujuan tertulis pribadi pasien pribadi pasien dan citra
Pasal 6 ayat (3] huruf d, Pasal 17 huruf h dari pasien sarana kesshatan
dan i
BO Sedipan farmasi untuk Undeng-Undeang Nomor 5 Tahun 1997 Sampal ada Pengelolaan sediaan Melindung keamanan
lcategori obat vang tentang Psilkotropiksa, Pasal 33 dan 34, persetujuen dar farmasi bisa diketehui informasi pengelolaan
RA dan paiko- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 peiabat yvang gleh pihak yang memilild  [sediaan farmasi
3 tau sejenis tentang Markotiles sebagaimana telah dinbah |berweneng kewenangan
_a_h_m denpan Undang-Undang Namor 5 Tahun
SEKDA - 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintal Fenggant Undang-Undang
JLSKPDIASISTEN wA\ Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
P ' menjadi Undang-Undang, Undang-Undang
KRBAG UKL Nemer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
\ Informasi Publik, Pesal 17 huruf {
BIDANG S0SIAL, KETENAGA KERJAAN dan PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Bl ldenritas Korban yang dirujuk |Undeng-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Sampai ada Dapat mengukep rahasia |Melindungi hak pribadi
di Jaringan Pelayeanan tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal |persetujuan tertulis pribadi[mengganggu
Terpadu Widuri 17 huraf h dari korban yang kondisi psikologis dan
bersangloutan TaEumatis

Dipindai dengan CamScanner



82 Alamat shelier penampungan |(Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Selama pengukapanya |Dapat mengukap rahasia |menjamin kenyamanan
korban yang sedang tentang Keterbukaan Informesi Publik, Pasal |dapat menghambat pribadi|riweyeat, kondisi kelayvalkan sehingga
ditangani/diberilktan 17 huruf h angka 2 proses pemulihan/ dan perawatan mempercepat proses
pedampingan pengobatan korban pengobatan keschatan rehabilitas

fisik dan psikis seseorang

83 Penentuan penerima bantuan |(Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Sampai penerbitan Menimbulkan kolusi dan  (Menghindard kolusi dan
kepada pemerintah tenteng Keterbukasn Informasi Publik, keputusan nepotisme, terjadinya fiksl |nepotisme, terjadinya
desa/kelurahan den kelompok|Pasal 17 hurafi antar pemchon bantuan  |friksi antar pemohon
mesyarakat bantuan

B4 Hasil diagnosis/bedah kasus |Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Sampal ade Dapat menguiap rahasia |Melindungi rahasia
calon kelegyan(penyandang tentang Keterbultaan Informas: Publik, persetyjuan tertulis pribadiimenggangeu pribadi calon kelayan
HIV /AIDS den eks WTE) Pasel 17 huruf h dari pasien prozes pelayanan

terhadap kelayan)

ES Data kelayanan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Sampal ada Dapat mengukap rehasia (Melindungi rahasia
UPT(Penyadang HIV/AIDS dan [tentang Keterbukaan Informasi Publile, persetujuan tertulis pribadi{mengganggu pribadi kelayan
chks PSK) Pasal 17 huruf b dar] pasien kondisi psikelogis dan

AARAF KOORDINASI

IWABUP

7

traumeatis kelayan
sehingga menggenggu
proses

rehabilitas/ penanganan
kelayan)

SE

an upah
Bupati kepada

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal
17 hurafi

Sampai dengan upah
minimum ditetapkan
Gubernur

Dapat menghambat
kesulkssssan proaes
penyusunan kebijalkan
karena pengukapan
secara premetur

Mengamankan proses
penyusunan

B7

Usnlon penangguhan
pelaksanann upah minimurm
dari dunis usahea kepadsa
gubernur

Undang-Undang Nomeor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Infermasi Publik, Pasal
17 huraf i

Sampal dengan
terbitnya surat
penanggung upah
minimum

Dapat menghambat
kesuksesan proses
penyusunan kebijalkan
karena pengupan secarsa

prematur

Mengomankean proses
penyusunan kebijakan

Dipindai dengan CamScanner



855 Polaksanaan Pongawasan Undang-Undeng Nomor 2008 tentang Sampai ada Dapat mengukap hasil Melindungi halk pribadi
keotenagakerjaan (nota Keterbukesan Informeasi Publik, Pasal 17 persetujuan tertulis pemeriksgan dan pengusaha
pomeriksaan dan Berita Acare (hurafi dan hurof] dari direkai perusahaan membulka rahasia
Pemeriksaan ) vang bersangkutan perusahaan dan

pengusaha
BIDANG KOMINFO
59 Lokasi sarver Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Selama masih Dapat menggangey Melindungi hal atas
tentang Informasi dan Transaksi Elekironik, |digunakan perlindungan hak atas kelkayaan itelectual
sebagaimana telah diubah beberapa kali kekayaan intelelsual, melindungi/
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 dapat menimbulkan mengamankan perangkat
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas tindakean kriminal serta data
Undang-Undang Nomor II Tahun 2008 (pengrusakan dan
tentang Informesi dan Transaksi Elektronik, pencurian data)
Pagal 25 Undang-Undang Nemor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukasn Informasi Publik,
Pasal 17 huruf b dan huruf j
90 Internet Protocol/IP Adress Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sclama masih Dapat mengganggy Melindungi hal atas
oruate tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, |digunakan /berlakn perlindungan halk atas kekayaan intelelkmal
PAFEAF KOORDINAS| Sebagaimana telah diubah beberapa kali kekayaan intelecktual menjaga/melindungi hak
WABUP teralchir dengan Undang-Undang Nomer 1 memunglkdnkan adanya |akses
Tehun 2024 tenteng Perubehan Kedua Atas penerobosan/
m..ﬁ—ﬂ—up Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 penyalahgunann hal
%Ehﬂmﬂm_ i tentang Informasl dan Tranasksi Elelktronilc akses
Pasal 25 Undeng-Undang Nomor 14 Tehun
KABAG HUKUZ: 2008 tentang Keterbukasn Informasi Publik,

/

Pasal 17 hurufl b dan hurfj

Dipindai dengan CamScanner



=N Bandurith Management Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 |Selame masih Dapeat mengganggu Melindungi hak atas
tentang Informasi dan Transaksi Eleltronile, |digunakan /berlala perlindungan halc atas kekayaan intelektual
sebagaimana telah diubah beberapa kali kekayaan intelelktual mengatur kestabilan
terakhir dengan Undeng-Undang Nomor 1 dapat menyebabkan penggunaan bandudth
Tahun 2024 tentang Perubahsn Kedua Atas penyalahpunaan kapasitas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 bandwitch di luar
tentang Informasi dan Transaksi Eleldronik ketentuan
Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
Pasal 17 huruf b dan huruf j

b= Sistem Mangjemen Datebase |Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Selama masih Dapat mengganggu Melindung hak ataa
tentang Informasi dan Transaksl Elektronik  |diguneksn/ berlaloa perlindungan hek atas kekayvaan intelektual
sebagaimana telah diubah beberapa kali kekayaan intelelktual, menjaga KeRmanan

PHRAF KOORDINASI teralkthic dengan Undang-Undang Nomer 1 Dapat mengganggu Jaringan komputer
Tehun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas keameanan jaringan
i} WCT \w__ Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2008 komputer
$EKDA | P tentang Informeasi dan Transaksi Elektronil
Pasel 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
KARKPIASETEN| 7, 2008 tentang Keterbukasn Infarriasi Publik,
_.;w__n__w HUKLU™ FPasel 17 huruf b dan huraf §
BIDANG 'PENEGAKAN HUKUM DAN PERDA
o3 Rencana Undang-Undang Nomor 14 Tehun 2008 Sampal dengan gelesal |Dapat menggambat proses [memperlancar proses

penégalkcan pada objek
tertenty

penertiban /penindalean dan

tentang Keterbukaan Informasi Publlk, Pasal
17 huraf 8 dan huraf i

dilaksanakan

penegakan huloum dapat
menghambat proses
penyusunan kebijalean

penegakan huloam dan
penyusunan kebijakan
[Operasi penindalean
dapat berjalan sesuai
TErICATIA]

Dipindai dengan CamScanner



o4 Infarmasi perkara pelanggaran | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Sampai dengan Dapat menghambat proses|Memperlancar proses
Peraturan Daerah vang tentang Keterbukaan Informasi Publilk, Pasal |selesainya proses pencgakan hulcum, Dapat |penegakan huloum dan
scdang ditangani Penyidik 17 huruf a dan hurufi pPENANEANAan menghambat kesuksesan |penyusunan kebijakan
Pegawai Negerd Sipil proses PENyuUsSunan (perkara akan dapat

kebijakan diselesaikan menurut
ketentuan hukum yang
berlaku)

a5 Informasi hasil penyelidikan  |Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Sampai selesainya Dapat menghambat proses|Memperlancar proses
dan penyidikan terhadap tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal [kasus penegakan hukum Dapat |penegakan hukum dan
pelenggar Pergturan Daerah 17 huruf a dan huraf § menghambat kesuksesan |penyusunan kebijakan

proses penyusunan gebapai bahan
kebijakan pertimbangan untuk
melaksanakan operasi
=14 Informasi data prnbadi Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang Sampai ada Dapat memilild Memperlancar proses
penegak Peratnran Daerah Keterbulasn Informasi Publilk, Pasal 17 persetujuan tertulis konselouensi hukum, serta|penegakan hukum dan
huruf a, h dan hurufi dari penegak perda potensi kenigian reputasi |penyusunan kebijalzan
PARAF KOORDINASI yang bersanglutan dan finansial bagi individu |{personel dapat bertugas
1..« h.m_ —.— T vang datanya disebarkan. |tampa adanya rasa takut
apabila terjadi rasa
SEKDA | 4 ketidakpuasan pelanggar
Perda), Melindungi
KA wm_ébwmﬂm._ rahasia pribadi penegak
KABAQ HUKU! hubeum
/
a7 Berita Acara Pemeriksaan Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun Selama proses Dapat menghambat proses Memperlancar proses
2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum |pemeriksaan penegakan hukum, dapat |penegakan huknim dan
Acara Pidana , Undang-Undang Nomor 14 mengukap rahasia pribadi |penyusunan kebijakan
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi objek terperiksa, Dapat Melindungi data-data
Publik, Pasal 17 huruf a, buruf b, dan huruf menghambat proses pribadi objek terperiksa
i kesuksesan proses
penyusunan kebijakan

Dipindai dengan CamScanner



98 Berlas Perleara Pengadilan lUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 1 Tehun Dapat menghambat proses| Memperlancar proses
Tata Usaha Negara dan tentang Peradilan Tata Usaha Negara penegakan hulum penegaloan hulaum
poerkorn pordata sebelam ascbagaimana telah dinbah beberapa kali
disampaikan di persidangan |teralchir dengan Undang-Undeang Nomor 51

Tahun 2009, tentang Perubahan Kedue Atas

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Peradilan Teta Usaha Negara Pasal

70 ayat (2), Undang-Undang Nomor 14

Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publilk,Pasal 17 huruf a dan huraf 1
BIDANG KEUANGAN

99 Renecana pelaksanaan tukar- |(Undang-Undang Momor 14 Tahun 2008 Sampal dengan Dapat mempengarahi Memudahkan siklus
menukar / tantang Keterbukean Informasi Publik, Paeal |penandatanganan penataan aiklus pengelolasn barang dan
pemindahtanganan berang 17 huraf e anglka 3 berita acara serah pengelolaan barang dan  |pendapatan daerah

erah terima pendapatan dacrah

100 Database Objek Pajak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Sampai ada perintah Dapat menyebabkan Melindungi/

Retribusi tentang Informasi dan Transaksi Elektronik |dar penegak hulcum penyalahgunaan data oleh |mengamankan data base
scbagaimensa telah diubah beberapa kali vang berwenang pihak yang tidak berhak |objek pajak dan retribusi
PARAF KOORDINASI terakhir dengan Undang-Undeang Nomor 1
ﬁb_w:_u \_t Tahun 2024 tentang Perubahen Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tehun 2008
mﬁ m__.n_uh, tentang Informasi dan Transeksi Elektronik
KA SSTEN Pasal 25 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,
| KABAGHUKU': Pasal 17 huruf b dan huruf
101 Diolurnen Prosss Pengadean  |(Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Sampal diketahui Bertentangan dengan Melaksanakan
barang/Jasa Pemerintah tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal | pemenangnya prinsip-prinsip pengadaan |pengadaan barang jasa
17 huruf i dan hurafj dan etika pengadaan sesual dengan prinsip
prinsip pengadaan dan
etika pengadaan

Dipindai dengan CamScanner



102 Rincian Harga Perkdraan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Sampai diketahui Dapat menghambat Memperlancar proses
Sendin tentang Keterbukasn Informasi Publik, Pasal |pemenangnya kesuksesan proses penyusunan kebijakan di
1¥ hurufi dan j penyusunan kebijaken di |bidang pengadaan
bidang pengadaan barang/jasa
barang/jasa
103 Dokumen penawaran dari Undang-Undang Nomor 14 2008 tentang Selama proses Dapat menghambat proses|Dapat menjamin
Penyedia barang /jasa Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 pengadaan barang dan |penyusunan kebijakan obyektifitas
hurafj jasa penilain fevaluasi
penawaran
104 Susunan Kepanitiaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Selama proses Dapat terjadi harga lelang [menghindan konflik
pengadasn bareng/jasa tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal |pengadaan barang/jasa |tddak sesual yang kepentingan, menjega
melalni Layanan Pengadaan 17 huruf b diharapkan persaigan lelang yvang
Secara Elektronik sehat, melindungi
kerahasian dokumen
105 Laporan Pajek Pribadi Undang-Undang Nomer 14 Tahun 2008 Sampai ada Mengukap rahasia (data  |Melindungi rahasia (data
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal |persetujuan tertuliazs  |kekayaan pribadi) kekayaan|pribadi
17 buruf h dari wajib pajak yang
bersangkutan
108 Laporan Keuangen Daerah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Sampei dengan menghambat kesuksesan |Membantu dalam
(Laporan keuangan yang tentang Keuanpan Negara schapaimana telah|[terbitnya laporan kebijakan karena adanya |mencapai keberhasilan
belum diaudit) diubah beberapa kali terakhir dengan keuangan yang telah  |penpungkapan secars dalam pelaksanaan
PRRAF KOORDINASI Undang-Undang Nomor 6§ Taehun 2023 dimudit prematur pembanpunan
rerm_.:u_ .u. tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tehun
mmrﬁ_u_b. o 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang
JASKPDIASISTEN .ﬁ _-\ Nomor 14 tabun 2008 tentang Keterbuksan
AG HUKU Informasi Publil, Pasal 17 huruf j

Dipindai dengan CamScanner



107

Kertas kerje pemeriksaan
laporan hasil pemeriksaan
dan tindak lanjutnya, review
laporan keuangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal
17 hurufi

Sclama masih berlalu  (Menghambat kesuksesan |Membantu dalam

kebijakan karena adanya |mencapai keberhasilan
pengungkapan secara pelaksarisan
prematur pembangunan

BUPATI PADANG PARTAMAN,

WABUP

SEKDA

PARAF KCORDINASI ?ﬁhl\
X i, ipeencR

A SKPD/ASSTEN

KABAG HUKUL

m ‘ JOHN KENEDY AZIS

/
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